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Penelitian ini menganalisa mengenai proses pembiayaan politik caleg perempuan pada pemilu 2019.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara
dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan kerangka pembiayaan politik dari van Biezen, sebagai teori
utama, dan dilengkapi dengan konsep pembiayaan politik berbasis gender, <em>personal vote</em>, dan
patronase. Pembiayaan politik yang tinggi di Indonesia diakibatkan perubahan sistem proposional dari
tertutup (Orde Baru) menjadi terbuka (Reformasi) dan celah dalam aturan pembiayaan politik. Tingginya
pembiayaan politik menyebabkan caleg perempuan terpilih banyak berasal dari kekerabatan politik. Temuan
dari penelitian ini bahwa proses pembiayaan caleg perempuan dari kalangan €elit dan petahana tidak
menunjukan masalah. Pemasukan dana kampanye berasal dari diri sendiri. Sedangkan pengeluaran terbesar
diperuntukan untuk kunjungan ke dapil dan APK. Tidak adanya pencatatan sesuai realitas di lapangan
menunjukan celah dalam regulasi pembiayaan tidak hanya dalam aspek transparansi, tetapi juga dalam
aspek regulasi pemasukan dan pengel uaran serta ketersediaan dana publik. Penerapan kuota gender di
Indonesia yang mendorong pencal onan kandidat perempuan dengan modalitas tinggi menunjukan bahwa
perlu adanya tindakan afirmasi dalam pembiayaan politik. Hal ini dikarenakan penggunaan kuota gender
tidak mendorong perubahan ketidaksetaraan gender dalam struktur sosial dan ekonomi.

<hr>

This study analyzes the political financing process of female candidates in the 2019 elections. This study
uses qualitative research methods by collecting data through interviews and literature studies. This study
uses the political financing framework of van Biezen, as the main theory, and is complemented by the
concepts of gender-based political finance, personal votes, and patronage. High political financein
Indonesiais due to a change in the proportional electoral system from closed (New Order) to open
(Reformasi) and loopholesin political financing rules. The high level of political funding causes many of the
elected female candidates to come from political kinship. The findings of this study that the process of
financing femal e candidates from the elite and incumbent did not show a problem. Income from campaign
funds comes from oneself. While the largest expenditure isintended for visits to electoral districts and
APKSs. The absence of records according to field reality shows gapsin financing regulations not only in the
aspect of transparency, but also in terms of regulation of revenue and expenditure as well as the availability
of public funds. The implementation of a gender quotain Indonesia that encourages the nomination of
women candidates with high modality shows that there is aneed for affirmations of gender-based political
financing. Thisis because the use of gender quotas does not encourage changes in gender inequality in
social and economic structures.<i/>
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